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KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KABUPATEN KAPUAS HULU
NOMOR 20 TAHUN 2021

TENTANG

PETA PROSES BISNIS

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KAPUAS HULU

Menimbang

Mengingat

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KABUPATEN KAPUAS HULU

bahwa penataan ketatalaksanaan merupakan salah satu
area perubahan dalam reformasi birokrasi untuk
mewujudkan organisasi instansi pemerintah yang tepat
fungsi, tepat ukuran, dan tepat proses, maka perlu
menetapkan peta proses bisnis Satuan Polisi Pamong
Praja Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf (a) diatas maka perlu menetapkan Keputusan
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas
Hulu tentang Peta Proses Bisnis Satuan Polisi Pamong
Praja Kabupaten Kapuas Hulu.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018
tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi
Pemerintahan;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun
2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutahiran
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah;



4. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 55 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 65
Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong
Praja Kabupaten Kapuas Hulu;

5. Peraturan Bupati Nomor Tahun 2020 Tentang
Pedoman Penyusunan Peta Proses Bisnis Pemerintah
Kabupaten Kapuas Hulu

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
TENTANG PETA PROSES BISNIS
PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KAPUAS HULU

Pasal 1

Dalam keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu
yang dimaksud :

1. Peta proses bisnis adalah diagram yang menggambarkan hubungan kerja
yang efektif dan efesien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja
sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang
bernilai tambah bagi pemangku kepentingan;

Supplier adalah wunit organisasi yang menyediakan input untuk suatu
proses;

Input adalah sumber daya yang akan digunakan dalam suatu proses;

Proses adalah serangkaian tahapan yang mengubah input menjadi output;
Output adalah sumber daya yang dihasilkan dari suatu proses;

Customer adalah unit organisasi yang menerima output dari suatu proses;
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Pasal 2

Penyusunan Peta Proses Bisnis merupakan acuan bagi Satuan Polisi Pamong
Praja Kabupaten Kapuas Hulu untuk menggambarkan hubungan kerja yang
efektif dan efesien antar Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala
Bidang dan Kepala Seksi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan dan
menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan;



Pasal 3

Penyusunan Peta Proses Bisnis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas
Hulu tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu;

Pasal 4

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

. Ditetapkan di . Putussibau
Pada Tanggal . 7 Januari 2021

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN KAPUAS HULU,

RUPINUS, 'S.Sos., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19691112 199010 1 001

Tembusan disampaikan Kepada Yth :
1. Bupati Kapuas Hulu (sebagai laporan);
2. Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu;
3. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.




https://satpolpp.kapuashulukab.go.id/peta-proses-bisnis/

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KAPUAS HULU
NOMOR 20 TAHUN 2021

TENTANG

PETA PROSES BISNIS
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KAPUAS HULU

PETA PROSES BISNIS
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KAPUAS HULU
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PETA PROSES BISNIS
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KAPUAS HULU
LEVEL 1

Penyusunan Dokumen Perencanaan
Perangkat Daerah
¢ KASUBBAG: PROGRAM

Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
0 KASUBBAG: PROGRAM

Koordinasi dan Penyusunan Dokumen
Perubahan RKA-SKPD

O KASUBBAG: PROGRAM

Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

PENGELOLAAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN () KASUBBAG: PROGRAM
EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH
() KASUBBAG: PROGRAM Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPASKPD
¢J KASUBBAG: PROGRAM
MANAJERIAL }7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan
PENGELOLAAN OPERASIONAL OPD Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
() PENANGGUNG JAWAB: SEKRETARIS Kinerja SKPD

O" KASUBBAG: PROGRAM

PETA PROSES Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
BISNIS SATUAN (P KASUBBAG: PROGRAM
POLISI PAMONG PENGELOLAAN KEUANGAN
PRAJA ¢ KASUBBAG: KEUANGAN

PENGELOLAAN ADMINISTRASI BARANG,
KEPEGAWAIAN, UMUM, DAN JASA
PENUNJANG
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UMUM DAN APARATUR
KASI:
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(P PENANGGUNG JAWAB:
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i };
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PETA PROSES
BISNIS SATUAN
POLISI PAMONG

PRAJA

| MANAJERIAL %

PENGELOLAAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN. DAN
EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH

{? KASUBBAG: PROGRAM

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
(P KASUBBAG: KEUANGAN

Pelaksanaan Penatausahaan dan
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

(P KASUBBAG: KEUANGAN

Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
(P KASUBBAG: KEUANGAN

Koordinasi dan Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir Tahun SKPD
(P KASUBBAG: KEUANGAN
PENGELOLAAN KEUANGAN

( KASUBBAG: KEUANGAN Pengelolaan dan Penyiapan Bahan

Tanggapan Pemeriksaan

PENGELOLAAN OPERASIONAL OPD (P KASUBBAG: KEUANGAN

(P PENANGGUNG JAWAB: SEKRETARIS
Koordinasi dan Penyusunan Laporan
Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
(P KASUBBAG: KEUANGAN

Penyusunan Pelaporan dan Analisis
Prognosis Realisasi Anggaran
(P KASUBBAG: KEUANGAN

PENGELOLAAN ADMINISTRASI BARANG,
KEPEGAWAIAN, UMUM, DAN JASA
PENUNJANG
0 KASUBBAG: KEUANGAN,
UMUM DAN APARATUR
KASI:
PENINGKATAN KAPASITAS PERSONIL SATPOL PP

30

PENGELOLAAN PENEGAKAN DAN OPERASI 9

0 PENANGGUNG JAWAB:
KABID PENEGAKAN DAN OPERASI

PENGELOLAAN PERLINDUNGAN
MASYARAKAT

0 PENANGGUNG JAWAB:
KABID PERLINDUNGAN MASYARAKAT

PENDUKUNG ' [ wasm:

PENGELOLAAN PERSONIL 5

PENINGKATAN KAPASITAS PERSONIL
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PETA PROSES
BISNIS SATUAN
POLISI PAMONG

PRAJA

MANAJERIAL

UTAMA

|

PENGELOLAAN OPERASIONAL OPD a7
{J PENANGGUNG JAWAB: SEKRETARIS

Penanganan Gangguan Ketenteraman dan
Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah

Kabupaten/Kota
(D KASI: PENGENDALIAN OPERASI

PENGELOLAAN PENEGAKAN DAN OPERASI

0 PENANGGUNG JAWAB:
KABID PENEGAKAN DAN OPERASI

Penegakan Peraturan Daerah
Kabupaten/Kota dan Peraturan
Bupati/Wali Kota

{ Kasl:

PENEGAKAN DAN PENYELIDIKAN

PENGELOLAAN PERLINDUNGAN
MASYARAKAT

0 PENANGGUNG JAWAB:
KABID PERLINDUNGAN MASYARAKAT

PENGELOLAAN PERSONIL 5

PENDUKUNG T { KABID:

PENINGKATAN KAPASITAS PERSONIL

Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan
Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini
dan Cegah Dini, Pembinaan dan
Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli,
Pengamanan, dan Pengawalan

O KASI: PENGENDALIAN OPERASI

Penindakan atas Gangguan Ketenteraman
dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda
dan Perkada melalui Penertiban dan
Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan
Massa

P KASI: PENGENDALIAN OPERASI

Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman
dan Ketertiban Umum serta Perlindungan
Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota

0 KASI: PENGENDALIAN OPERASI

Penyediaan Layanan dalam rangka
Dampak Penegakan Perda dan Perkada

0 KASI: PENGENDALIAN OPERASI

Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah
dan Peraturan Bupati/Wali Kota
O KASI: PENEGAKAN DAN PENYELIDIKAN

Pengawasan atas Kepatuhan terhadap
Pelaksanaan Peraturan Daerah dan
Peraturan Bupati/Wali Kota

0 KASI: PENEGAKAN DAN PENYELIDIKAN

Penanganan atas Pelanggaran Peraturan
Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota
D KASI: PENEGAKAN DAN PENYELIDIKAN
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MANAJERIAL —

PETA PROSES
BISNIS SATUAN
POLISI PAMONG

PRAJA

0 PENANGGUNG JAWAB: SEKRETARIS

PENGELOLAAN PENEGAKAN DAN OPERASI

0 PENANGGUNG JAWAB:
KABID PENEGAKAN DAN OPERASI

— UTAMA  [—

PENGELOLAAN PERLINDUNGAN
MASYARAKAT

0 PENANGGUNG JAWAB:
KABID PERLINDUNGAN MASYARAKAT

PENDUKUNG ——

PENGELOLAAN OPERASIONAL OPD

46

9

Penanganan Gangguan Ketenteraman dan
Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah
Kabupaten/Kota
0 KASI: PERLINDUNGAN MASYARAKAT,
BINA POTENSI MASYARAKAT

Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka
Ketentraman dan Ketertiban Umum

0 KASI: PERLINDUNGAN MASYARAKAT,
BINA POTENSI MASYARAKAT

Peningkatan Kapasitas SDM Satuan
Polisi Pamongpraja dan Satuan
Perlindungan Masyarakat termasuk dalam
Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak
Asasi Manusia

Penanganan Gangguan Ketenteraman dan D Kasl:

Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah PENINGKATAN KAPASITAS PERSONIL SATPOL PP,

Kabupaten/Kota PENINGKATAN KAPASITAS PERSONIL LINMAS
) KASl:

PENINGKATAN KAPASITAS PERSONIL SATPOL PP,
PENINGKATAN KAPASITAS PERSONIL LINMAS

PENGELOLAAN PERSONIL

(D KABID:

PENINGKATAN KAPASITAS PERSONIL

(PPNS) Kabupaten/Kota
() KASl:

Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS

Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil O KAsl:

PENINGKATAN KAPASITAS PERSONIL SATPOL PP

PENINGKATAN KAPASITAS PERSONIL SATPOL PP

10



